
SHARING KUPVA BB TERKAIT 

IMPLEMENTASI APU PPT



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS 

DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT 

BERBASIS RISIKO

TELLER



A. PENGHITUNGAN 

SALDO KAS

• Menghitung

• Pengecekan

Keabsahan

• Membuat Berita

Acara

Penghitungan

• Saksi



B. PENERIMAAN 

RATE DARI KANTOR 

PUSAT

Rate dari kantor pusat

wajib diinput ke

komputer

Publish rate ke

display indoor

Publish rate ke

display outdoor



C. Identifikasi Calon

Pengguna Jasa, 

Pengguna Jasa atau

Beneficial Owner

• Meminta Pengguna

Jasa menyampaikan

dokumen identitas

berupa :

• Pengguna Jasa Perseorangan
– Kartu tanda penduduk (KTP)
– Surat izin mengemudi
– Paspor ; atau
– Dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh

Instansi Pemerintah

• Pengguna Jasa Korporasi
– Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga Korporasi dan perubahan
terkini apabila ada ;

– Izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang 
berwenang

– Kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi
Pengguna Jasa yang diwajibkan untuk memiliki NPWP 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan ; dan

– Dokumen identitas orang perseorangan yang diberi
kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi



D. Verifikasi

identitas Calon

Pengguna Jasa, 

Pengguna Jasa atau

Beneficial Owner 

• Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian



D. Identifikasi dan

Verifikasi Beneficial 

Owner 

• Wajib memastikan
Pengguna Jasa
bertindak untuk diri
sendiri atau untuk
kepentingan Beneficial 
Owner.

• Identifikasi dan verifikasi identitas
Beneficial Owner tidak dilakukan
terhadap Pengguna Jasa berupa :

Lembaga negara atau instansi
pemerintah; 

Perusahaan yang mayoritas sahamnya
dimiliki oleh negara ; atau

Perusahaan publik atau emiten



E. Input

Identitas

Nasabah

Ke

Komputer



Identitas nasabah akan

diverifikasi dengan

database dttot dan

proliferasi yang ada

dalam sistem

Kalau ada maka

transaksi ditolak dan

dilaporkan ke :

1. KAPOLRI cq. Kepala

Densus 88

2. Bank Indonesia cq. 

Unit yang 

membawahi

pengawasan KUPVA 

BB



F. PENOLAKAN DAN 

PENGHENTIAN 

HUBUNGAN USAHA

• Calon Pengguna Jasa, 
Pengguna Jasa 
dan/atau Beneficial 
Owner tidak 
memenuhi ketentuan 
dan prosedur 
pelaksanaan CDD 
diatas.

• Diduga menggunakan nama fiktif dan / 
atau anonim

• Meragukan dan tidak dapat meyakini 
kebenaran identitas nasabah

• Masuk dalam daftar DTTOT dan/atau 
daftar pendanaan proliferasi senjata 
pemusnah massal.



F. PENERIMAAN 

UKA

• Teller Wajib
menghitung UKA 
disaksikan oleh
Nasabah

• Teller Wajib meneliti
Keabsahan UKA

• DIDUGA PALSU

• RUSAK

• LUSUH



G. INPUT 

TRANSAKSI KE 

KOMPUTER

• Mata Uang

• Golongan

• Jumlah
Penukaran

• Note : Rate 
Terisi
Secara
Otomatis



Proses

Secara

System

Risiko rendah = 
CDD Sederhana

Risiko sedang = 
CDD Standar

Risiko Tinggi = 
EDD



H. 

PEMILIHAN

JENIS BO

Jika pelaku transaksi
bukan pemilik Manfaat,
maka pada sesion ini
wajib diisi identitas
pemilik manfaat :
1. Perseorangan
2. Perusahaan



I. VERIFIKASI 

TKM DAN 

TKT

1. Otoritas TKM ada pada
Teller

2. TKT otomatis
dikalkulasikan secara
sistem



I. 

PENCETAKAN 

FORM

Setelah Form tercetak : 
Teller wajib melakukan
verifikasi : 
1. Cek Profile Nasabah
2. Cek Profile Transaksi
3. MENCENTANG



J. MEMBAYAR 

NASABAH

1. Menyiapkan rupiah 
(hitung)

2. Memanggil nama
tamu sesuai form

3. Menghitung uang di
depan tamu

4. Meminta tamu untuk
menghitung uangnya
di depan teller



J. 

PENJUALAN 

UKA

Pada prinsipnya proses
penjualan UKA sama
dengan proses
pembelian UKA, namun
perbedaannya pada
Underlying transaction

1. Threshold = USD 25.000

2. Transaksi sampai dengan USD 25.000
nasabah wajib menyampaikan
pernyataan tertulis bahwa pembelian
UKA belum melebihi threshold sebesar
USD 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar
Amerika Serikat) atau ekuivalennya per
bulan.

3. Diatas USD 25.000 nasabah wajib
menyampaikan dokumen underlying



J. TUTUP KAS

1. Kas Harian
dilampiri
a. Bukti Kas
b. Rincian Saldo
c. Berita Acara

Penghitungan
d. Dan lain-lain

2. Resume 
pembelian

3. Resume 
Penjualan

4. Setoran Valuta



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS 

DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT 

BERBASIS RISIKO

SUPERVISOR



J. KERJA SAMA 

DENGAN KUVPA 

BANK DAN/ATAU 

KUPVA BB

1. Mengurus perjanjian keja
sama dengan KUPVA Bank 
dan KUPVA BB sesuai
dengan persyaratan yang 
ditentukan

2. Sebagai syarat pengecualian
underlying transaction

3. CCD Pihak ke 3



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS 

DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT 

BERBASIS RISIKO

ASISTEN MANAGER



J. MELAKUKAN 

IDENTIFIKASI 

RISIKO

1. Untuk Kategori Risiko
Rendah : setiap 3 bulan
sekali

2. Untuk Kategori Risiko
Sedang : setiap 2 bulan
sekali

3. Untuk Kategori Risiko Tinggi
: setiap 1 bulan sekali







KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS 

DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT 

BERBASIS RISIKO

PERSONALIA



DIATUR DALAM 

SOP

1. PRE-EMPLOYEE SCREENING 
2. PEMANTAUAN ATAS PROFILE 

PEGAWAI
3. PENILAIAN MERIT SYSTEM
4. MEMBUAT MATRIK KHUSUS UJI 

APU DAN PPT DEMI MENJAGA 
KOMPETENSI PEGAWAI

5. MEMBUAT PROGRAM 
PELATIHAN DAN PENINGKATAN 
PEMAHAMAN (AWARENESS) 
PEGAWAI SECARA 
BERKESINAMBUNGAN 





PENGENDALIAN 

INTERNAL

Direksi membentuk Unit 
Kerja APU dan PPT untuk
memastikan Penerapan
Program APU dan PPT 
Berbasis Risiko telah
sesuai kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan
dan dijalankan dengan
baik dan benar ; dengan
struktur sebagai berikut :

1. Ketua APU dan PPT
2. Petugas CDD, BO, EDD ; Penolakan

Transaksi
3. Petugas Pengkinian Informasi dan

Dokumen ; Penatausahaan Dokumen
4. Petugas Manajemen Risiko
5. Petugas Pelatihan
6. Petugas Pelaporan ke PPATK



FUNGSI AUDIT 

INTERNAL

Direksi membentuk
Fungsi Audit ( Audit 
Internal ) untuk menguji
kepatuhan dan efektifitas
penerapan program APU 
dan PPT.

KOMISARIS

SI LUH SUNARTI

DIREKTUR

GEDE NGURAH AMBARA PUTRA,S.H.

KETUA APU & PPT

LUH GEDE SUGIASIH PS,S.E.

CDD, BO, EDD

PENOLAKAN 

TRANSAKSI

NI NYOMAN SEKAR

PENGKINIAN INFORMASI & 

DOKUMEN

PENATAUSAHAAN DOKUMEN

NI WAYAN YASANI

MANAJEMEN RISIKO

I PUTU TAPA

PELATIHAN

I GUSTI PUTU 

SUDARSANA

PELAPORAN KE PPATK

I GEDE SURYA ADI 

PRANATA

FUNGSI KERJA AUDIT 

INTERNAL

NI MADE WARTINI,S.E.



PENATA 

USAHAAN 

DOKUMEN
Bagian Accounting wajib
menatausahakan
Dokumen yang terkait
dengan data Pengguna
Jasa dengan jangka
waktu paling singkat 5 
(lima) tahun.



KEWAJIBAN 

PELAPORAN



KEWAJIBAN 

PELAPORAN



KEWAJIBAN 

PELAPORAN



KESIMPULAN :

1. Kelengkapan SOP
2. Sistem pencatatan secara komputerisasi; minimal 

dalam bentuk spreadsheet dan/atau program 
terotomatisasi

3. Sumber daya manusia yang terlatih
4. Pelaksanaan SOP
5. Kepatuhan pelaporan
6. Pengawasan
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